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ABSTRAK 

STATUS HAK ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK MEMILIKI 

LEGALITAS MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 TENTANG 

PERKAWINAN 

MUHAMMAD FEMAS 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status perdata anak dari perkawinan 

yang tidak tercatat menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum 

terhadap anak tersebut. Permasalahan ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya 

praktik perkawinan yang tidak dicatatkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian 

hukum terhadap status anak, khususnya dalam aspek administrasi kependudukan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Bahan 

hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang 

dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan melalui penetapan pengadilan 

Putusan Nomor 212/Pdt.P/2025/PN-Palembang, anak yang lahir dari perkawinan 

yang tidak tercatat tidak diakui sebagai anak sah secara administratif karena tidak 

adanya pencatatan perkawinan. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki hubungan perdata 

dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum. Hubungan 

tersebut mencakup hak atas identitas, nafkah, dan perlindungan hukum. 

Selanjutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap anak tanpa diskriminasi melalui mekanisme hukum, antara lain 

penetapan pengadilan dan pencatatan administrasi kependudukan. Dengan 

demikian, meskipun terdapat kendala administratif, perlindungan terhadap 

kepentingan terbaik bagi anak tetap harus diutamakan dalam sistem hukum 

Indonesia. 

 

Kata kunci: Perkawinan Tidak Tercatat, Perlindungan Hukum, Status Anak 
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ABSTRACT 

THE LEGAL STATUS OF CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED 

MARRIAGES UNDER LAW NUMBER 16 OF 2019 ON MARRIAGE 

MUHAMMAD FEMAS 

This study aims to analyze the civil status of children born from unregistered 

marriages under Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, as well as the 

responsibility of the state in providing legal protection for such children. This issue 

arises due to the prevalence of unregistered marriages, which leads to legal 

uncertainty regarding the status of children, particularly in the aspect of civil 

administration.The research method employed is normative legal research using a 

statutory approach and a case approach. The legal materials consist of primary, 

secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively using a 

descriptive-analytical method. The results of the study indicate that in judicial 

practice, as reflected in Court Decision Number 212/Pdt.P/2025/PN-Palembang, 

children born from unregistered marriages are not recognized as legitimate 

children administratively due to the absence of marriage registration. However, 

based on the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, such 

children may still have a civil relationship with their biological father, provided that 

it can be legally proven. This relationship includes rights to identity, maintenance, 

and legal protection. Furthermore, the state has the responsibility to provide legal 

protection for children without discrimination through legal mechanisms, including 

court determinations and civil registration. Therefore, despite administrative 

obstacles, the protection of the best interests of the child must remain a priority 

within the Indonesian legal system. 

 

Keywords: Unregistered Marriage, Legal Protection, Child Status 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. latar belakang 

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran 

penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari aspek agama, sosial, maupun 

hukum. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami 

perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam peraturan 

tersebut ditegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta wajib dicatatkan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan ini 

dapat dipahami sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang 

memenuhi persyaratan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.1  

Perkawinan yang tidak memiliki legalitas menimbulkan berbagai 

permasalahan hukum, terutama terkait status hukum istri dan anak. Dalam hal 

ini, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat seringkali mengalami 

kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, seperti akta kelahiran, hak waris, dan 

perlindungan hukum lainnya. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip 

 
1 Zulfa Joko Basuki, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Sekolah Hukum 

Indonesia).2022 hlm 54 
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perlindungan anak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perlindungan Anak.2 

Secara hukum, seorang anak hanya memiliki hubungan perdata dengan 

ibunya dan tidak berhak menuntut pertanggungjawaban ayah kandungnya. Hal 

ini karena baik hukum nasional maupun hukum agama tidak mengakui 

hubungan darah antara seorang anak dan ayah kandungnya. Anak angkat 

adalah anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya, 

tetapi telah diadopsi secara sah sebagai anak mereka sendiri.3 Anak 

memperoleh status hukumnya sejak lahir melalui perkawinan orang tuanya. 

Hukum perkawinan membedakan antara anak yang lahir di dalam dan di luar 

perkawinan.4 

 Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (diubah 

dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019), anak yang lahir di dalam dan di 

luar perkawinan dibagi lagi menjadi anak sah dan anak tidak sah. Pasal 43 Ayat 

1 UU Perkawinan saat ini. Undang-Undang Perkawinan mengatur berbagai 

aspek perkawinan, termasuk yurisdiksi. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan 

menyatakan: “(1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agamanya 

atau kepercayaannya. (2) Setiap perkawinan wajib dicatat menurut hukum 

 
2 Laila Nadia dan Sumriya Sumriya, “Implikasi Hukum Pernikahan Tidak Tercatat 

terhadap Legitimasi Anak di Dusun Tanjung, Desa Taman Jerengik, Sampang”, Referendum: Jurnal 

Hukum Perdata dan Pidana 1, No. 4 (2024): 104–15, https://doi.org/10.62383/referendum.v1i4.285. 
3 “Status Hukum Anak yang Lahir di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974,” dalam Arjaya, Gusti Gamatra, Ni Lukha Mahendravathi dkk., eds., Jurnal Konstruksi 

Hukum, Vol. 4, tidak. 3 (2023): 281–286, https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286. 
4 Agustin C. Karai, Muhtar Dahri dan Fitri Kartika Sari, “Legitimasi Anak yang Lahir di 

Luar Nikah: Studi Kasus dan Hukum Nasional Indonesia”, SEMBILAN: Jurnal Hukum dan Adat 1, 

No. 1 (2023): 1–12. 
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yang berlaku.” Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah dari 

sudut pandang agama jika dilakukan sesuai dengan ajaran dan kepercayaan 

pasangan. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2, perkawinan harus 

dicatat pada pencatat perkawinan yang berwenang agar sah menurut hukum 

nasional. 

Secara umum, perkawinan non-Muslim yang tidak tercatat dalam catatan 

kependudukan dan catatan sipil, tidak mempunyai keabsahan hukum dari sudut 

pandang negara, sekalipun perkawinan tersebut dianggap sah dari sudut 

pandang agama.5 Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan, Semua perkawinan harus dicatat dan diumumkan 

secara resmi agar sah secara hukum dan administratif. Jika perkawinan 

dilangsungkan menurut adat atau agama tanpa pencatatan resmi, negara tidak 

mengakui hubungan hukum pasangan tersebut. 

Perkawinan di bawah tangan, yaitu pernikahan yang tidak tercatat di 

Kementerian Agama atau catatan sipil, dapat menimbulkan berbagai situasi 

yang merugikan, terutama bagi perempuan. Situasi ini diperparah jika anak lahir 

dari pernikahan tersebut, karena anak-anak tanpa ayah sah hanya memiliki 

hubungan darah dengan ibu mereka. Dalam jangka panjang, anak-anak dari 

pernikahan semacam itu menghadapi berbagai masalah administratif, termasuk 

dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan pencarian pasangan.6 

 
5 Akibat hukum, pencatatan perkawinan dan perkawinan beda agama, “Akibat hukum 

pencatatan perkawinan beda agama”, Jurnal Perkawinan Beda Agama, 7, no. 2 (2023): 100–117. 
6 Regina Kurniawanti, “Menentukan Asal-usul Anak dari Perkawinan Tidak Sah (Kasus 

No. 129/Pdt. P/2024/PA. Bkt Study)” 3, No. 2 (2025): 207–15. 
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Akta kelahiran, didapatkan dengan melakukan beberapa dokumen, 

termasuk catatan keluarga dan akta nikah orang tua. Jika orang tua tidak dapat 

menunjukkan akta nikah yang sah, pengajuan akta kelahiran menjadi sulit. Akta 

kelahiran merupakan bukti resmi bahwa negara mengakui keberadaan dan 

status hukum anak. Lebih lanjut, dokumen ini berperan penting dalam berbagai 

aspek kehidupan, seperti pendaftaran sekolah, pendidikan tinggi, pekerjaan, dan 

bahkan pernikahan. Oleh karena itu, ketiadaan pernikahan yang sah secara 

hukum dapat berdampak signifikan terhadap kewarganegaraan anak di masa 

depan.7 

Sebagai mana, contoh kasus Perkara Putusan Nomer 212/Pdt.P/2025/PN-

Palembang sangat penting untuk di analisis karena untuk mengetahui status 

anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas secara hukum. Perkara ini 

bermula dari perkawinan adat antara Tjhin Ngit Khiong dan Megawati yang 

dilakukan berdasarkan kepercayaan dan agama mereka (non-muslim), namun 

tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Catatan Sipil, sehingga tidak memiliki 

kekuatan hukum menurut ketentuan negara. (Pengadilan Negri, “Penetapan 

Putusan N0 212/Pdt.P/2025/PN-Plg” (2025). Kondisi tersebut menimbulkan 

permasalahan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena dalam 

administrasi kependudukan, anak dianggap tidak memiliki hubungan hukum 

keperdataan dengan ayah kandungnya. Oleh sebab itu, kajian terhadap putusan 

ini menjadi penting untuk menelusuri bagaimana pengadilan memandang, 

 
7 Nurizka Firda, “Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula), Semarang, 

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula)”, 2024, 1–8. 



5 
 

 

menilai, dan menetapkan status anak dari perkawinan yang tidak tercatat, serta 

bagaimana penerapan hukum dilakukan untuk menjamin kepastian dan 

perlindungan hukum bagi anak tersebut.8  

Dalam praktiknya, permasalahan mengenai status anak dari perkawinan 

yang tidak tercatat juga tercermin dalam berbagai penetapan pengadilan. Salah 

satunya dapat dilihat dalam penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

212/Pdt.P/2025/PN Palembang, yang menunjukkan adanya kebutuhan 

masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status anak. 

Penetapan tersebut menjadi menarik untuk dikaji dalam perspektif hukum 

normatif, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan dalam Undang-

Undang Perkawinan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di bagian latar belakang, pertanyaan-pertanyaan 

berikut akan dijawab: 

1. Apakah status perdata anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas 

menurut uu no 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat diakui? 

2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum 

atas status perdata anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki 

legalitas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan? 

 

 
8 Junaid Junaid, “Perlindungan Hukum Hak Anak di Indonesia”, Jurnal Hukum, 

Masyarakat, dan Peradaban Islam 8, No. 1 (2021): 1, https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698. 
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C. Ruang Lingkup 

Penelitian ini, merupakan penelitian hukum normatif yang didukung 

dengan analisis terhadap penetapan pengadilan sebagai bahan kajian untuk 

melihat penerapan norma hukum. penulis membatasi pembahasan topik ini 

dengan memfokuskan pada kedudukan keluarga anak di Indonesia yang lahir 

dari perkawinan yang tidak sah secara hukum sebagaimana yang dimaksud 

dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. 

D. Tujuan dan manfaat penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hal-hal berikut: 

1. Status perdata anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas menurut 

Undang-Undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan dapat diakui. 

2. Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum atas 

status perdata anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki 

legalitas menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teorotis 

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga dan 

hukum perdata, yaitu memberikan informasi dan wawasan tentang 

kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tanpa ikatan 

perkawinan. 
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b. Manfaat Praktis 

Studi ini bertujuan untuk memberikan dukungan praktis kepada 

berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan dan 

penegakan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait status 

hukum anak dari perkawinan yang tidak sah. Temuan ini bertujuan 

untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya 

pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum bagi anak jika 

perkawinan tersebut tidak dicatatkan secara sah. 

E.  Kerangka konseptual 

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini, 

perlu diberikan beberapa definisi operasional atas istilah-istilah yang terkait 

dengan permasalahan ini. Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Status Hak Anak  

Status hak anak adalah kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum yang 

memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh peraturan perundang-

undangan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang, memperoleh perlindungan, pendidikan, identitas diri, serta 

jaminan kesejahteraan tanpa adanya diskriminasi, termasuk berdasarkan 

status kelahiran atau hubungan hukum orang tuanya. Status hak anak 

menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum 

dan perlakuan yang sama di hadapan hukum demi kepentingan terbaik bagi 

anak. 
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b. Perkawinan 

Adalah suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang memengaruhi status 

hukum orang tersebut. KuhPerdata tidak memberikan definisi mengenai 

pengertiaan perkawinan. Jadi batas-batas perkawinan harus disimpulkan 

dari ketentuan undang-undang yang mengatur perkawinan. Perkawinan 

merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang 

yang terikat didalamnya. Karena perkawinan itu tercipta suatu hubungan 

hukum antar suami-istri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, 

maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak, demikian 

pula hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-istri.9 

c. Legalitas 

Adalah merupakan asas fundamental dalam sistem hukum. Asas ini 

menyatakan bahwa semua tindakan dan keputusan harus didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sah dan efektif. Asas ini 

memastikan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum atau dianggap 

melanggar hukum kecuali secara tegas diatur dalam undang-undang. Lebih 

lanjut, asas legalitas melindungi hak asasi manusia, menciptakan kepastian 

hukum, dan berfungsi sebagai pembatas untuk mencegah penyalahgunaan 

kekuasaan secara sewenang-wenang oleh negara. Asas ini tercermin dalam 

hukum pidana Indonesia dalam kententu ini Pasal 1 ayat 1 kitab UU itu 

berbunyi, “Tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali sesuai dengan 

 
9 Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia,” 

Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (2021): 738–46, https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279. 
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ketentuan pidana dari undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu 

dilakukan."Ketentuan ini menegaskan bahwa sanksi hanya dapat dijatuhkan 

jika dasar hukumnya jelas sebelum tindakan dilakukan. Hal ini menjamin 

keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.10 

F. Review Studi Terdahulu Yang Relavan 

Pada bagian ini, penulis memberikan ikhtisar penelitian yang ada terkait 

topik penelitian ini dan mengevaluasinya. Dengan menganalisis berbagai 

penelitian terkait subjek ini, Melalui kajian terhadap berbagai penelitian 

terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik ini, penulis dapat 

memperlihatkan bagaimana hasil-hasil penelitian sebelumnya menjadi dasar 

pijakan bagi penelitian yang sedang dilakukan. Tinjauan tersebut juga 

membantu dalam mengidentifikasi kekurangan, keterbatasan, atau celah 

penelitian yang belum banyak dikaji. Dengan demikian, penelitian yang 

diusulkan diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut sekaligus 

memberikan sumbangan pemikiran baru dalam bidang yang diteliti. Penelitian-

penelitian relevan yang telah ada antara lain: 

Bela Rama Sofitri, Rosalinda Elsina Ratumachina,11 Penelitian yang 

berjudul “Status Hukum Anak Pasangan Asing yang Tidak Terdaftar di 

Indonesia” menyimpulkan bahwa anak dari pasangan warga negara asing yang 

 
10 Wisdan Ulum, “Legal Principles of the National Legal System”, Stekom University, 

North Dakota, https://stekom.ac.id/article/asas-legalitas-dalam-sistem-legal-national. 
11 Bela Rama Safitri dan Rosalinda Elsina Ratumahina, “Status hukum anak yang lahir di 

luar negeri tetapi tidak terdaftar di Indonesia”, Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial 5, No. 3 

(2025): 1591–1604. 
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tidak terdaftar di Indonesia menghadapi ketidakpastian hukum terkait status 

perkawinan, identitas, dan hak waris mereka. 

Penelitian sebelumnya dalam format jurnal oleh Cut Faizal Salsabilah Ni 

Ajeng Amalyh dkk.12 Penelitian ini, berjudul "Analisis Status dan Hak Anak 

yang Lahir di Luar Nikah dalam Hukum Positif dan Hukum Islam", 

menggambarkan fenomena pernikahan siri di Desa Blalu, Kecamatan Badas, 

Provinsi Kediri. Praktik ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi 

permasalahan sosial yang berkaitan dengan perempuan yang hamil di luar nikah 

oleh lebih dari satu pria. Para pria menentukan melalui undian siapa yang akan 

menikah dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kehamilan tersebut. 

Penelitian jurnal sebelumnya dilakukan oleh Ahmad Faiz dan Sri Rejeki 

Slamet.13Penelitian yang berjudul “Putusan Kantor Urusan Agama tentang 

Pengesahan Perkawinan yang Tidak Tercatat dan Implikasi Hukumnya terhadap 

Status Hukum Suami, Istri, dan Anak (Perkara No. 879/PDT.P/2021/PA.JS 

Pengadilan Agama Namjakarta)”, membahas pokok permasalahan penelitian 

ini: kesenjangan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan 

pengakuannya menurut hukum Indonesia. 

Perbedaan antara disertasi pertama ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya, serta penelitian-penelitian oleh Bela Rahma Safitri dan Rosalinda 

Elsina Latumahina, terletak pada tujuan, pokok bahasan, dan pendekatan 

 
12 Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh dkk., “Analisis Status dan Hak Anak Luar Negeri 

dalam Hukum Positif dan Islam,” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3, No.2 (2025): 552–58. 
13 Sri Rejeki Slamet Ahmad Faiz, “Analisis Nilai dan Implementasi Arus Jurnal Sosial Dan 

Humaniora (AJSH),” Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) 5, No.1 (2025): 1-6. 
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analisisnya. Penelitian Bela Rahma Safitri mengkaji status hukum anak yang 

lahir dari perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri 

tetapi belum dicatatkan di Indonesia. Sebaliknya, penelitian ini lebih berfokus 

pada analisis hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan tentang 

pencatatan perkawinan lintas batas dan dampaknya terhadap status perkawinan, 

identitas, dan hak waris anak. Oleh karena itu, penelitian ini terutama mengkaji 

aspek administratif dan akibat hukum dari tidak dicatatkannya perkawinan yang 

dilangsungkan di luar negeri, tanpa menganalisis kasus-kasus spesifik atau 

putusan pengadilan. 

Sedangkan penelitian kedua oleh Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng 

Amalyh, Penelitian ini menerapkan pendekatan studi kepustakaan (literatur) 

dengan tujuan membandingkan kedudukan anak luar nikah sebelum dan 

sesudah memperoleh pengesahan hukum. Temuan penelitian menunjukkan 

bahwa pengesahan anak luar nikah mampu memberikan jaminan perlindungan 

hukum serta kepastian status hukum bagi anak, meskipun masih terdapat 

keterbatasan dalam pandangan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan 

nasab dan hak waris. Dengan demikian, perbedaan utama antara penelitian 

sebelumnya dan penelitian penulis ini terletak pada sifat dan pendekatan yang 

digunakan: penelitian terdahulu lebih bersifat normatif dan konseptual dengan 

pembahasan teoretis mengenai status anak luar nikah secara umum, sedangkan 

penelitian ini bersifat normatif, dengan fokus pada penerapan hukum secara 

nyata dalam kasus konkret di Pengadilan Negeri Palembang. 
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Penelitian ini, yang merupakan seri ketiga dari Ahmad Faiz dan Sri 

Rezeki Slamet, sejalan dengan arah penelitian, pokok bahasan, dan kerangka 

hukum yang telah ditetapkan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian ini 

mengkaji perbedaan antara hukum Islam dan hukum Indonesia terkait 

perkawinan yang tidak dicatatkan di Kementerian Agama (KUA), serta akibat 

hukum bagi pasangan dan anak sebelum dan sesudah Isbat Nikah. Penelitian ini 

menganalisis upacara perkawinan (Isbat Nikah) di pengadilan agama sebagai 

sarana hukum untuk melegitimasi perkawinan secara administratif dan 

mendapatkan pengakuan negara. Meskipun kedua penelitian ini menggunakan 

pendekatan normative dengan analisis putusan/penetapan pengadila penelitian 

ini mengadopsi perspektif yang berbeda, lebih objektif, dan analitis. Penelitian 

Ahmad Faiz menekankan pentingnya upacara perkawinan sebagai langkah 

hukum untuk melegalkan perkawinan yang tidak dicatatkan dan melindungi 

pasangan suami istri, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan dan 

stabilitas hukum anak-anak dari perkawinan yang tidak memiliki legitimasi 

negara. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan penulis ini dibangun 

berdasarkan penelitian sebelumnya. Karena penelitian ini tidak hanya mengkaji 

aspek hukum perkawinan, tetapi juga memperluas pembahasan tentang status 

keluarga anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui secara hukum di 

Indonesia. 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para 

ahli hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis 

mengenai status hak anak hasil perkawinan yang tidak memiliki legalitas 

menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. 

2. Sumber data 

a. Sumber hukum primer: 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan 

dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  

b. Sumber hukum sekunder: 

UU No.16 tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan serta pustaka ilmiah, buku-buku tentang hukum 

perkawinan, jurnal-jurnal khusus, artikel-artikel penelitian, dan karya-

karya para ahli hukum mengenai masalah status anak dari perkawinan 

tanpa status hukum. 

c.  Bahan Tersier: 

Menggunakan kamus hukum, tentang sumber hukum primer dan 

sekunder dengan menggunakan kamus hukum, ensiklopedia, dan 

sumber daring yang tepercaya. 
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3. Metode pengumpulan data 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian ilmu 

perpustakaan. Semua bahan hukum dikumpulkan dan dianalisis melalui 

penelusuran, studi, dan verifikasi berbagai sumber, termasuk undang-

undang yang relevan, dan literatur ilmiah. 

4. Analisis Data 

 Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena berfokus pada 

kajian norma hukum dan pertimbangan hakim dalam putusannya, alih-alih 

pada data numerik atau statistik. Analisis dilakukan melalui penyajian, 

interpretasi, dan interelasi hukum, teori hukum, serta fakta hukum dalam 

perkara yang sedang diselidiki. 

H. Sistematis Penulisan 

Desain penelitian skripsi ini terdiri dari empat bab, yang didasarkan pada 

studi sistematis berikut. 

 BAB I Pendahuluan 

Ini mencakup uraian latar belakang, ruang 

lingkup dan tujuan penelitian, beserta definisi 

dan kerangka konseptual, tinjauan jurnal-jurnal 

relevan sebelumnya, metode penelitian yang 

digunakan, dan pendekatan penulisan yang 

sistematis. 

BAB II Tinjauan Pustaka 
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Kami menyajikan kajian tentang pengertian 

perkawinan yang tidak memiliki legalitas, 

Status Anak Hasil Perkawinan yang Tidak 

Memiliki Legalitas 

 BAB III           Pembahasan 

Bab ini menguraikan hasil penelitian sebagai 

berikut: (a) pengetahuan tentang peraturan 

perundang-undangan yang berkenaan dengan 

status anak dari perkawinan yang tidak 

berstatus sah menurut hukum; dan (b) 

pengetahuan dan pemahaman tentang akibat 

hukum yang timbul dari status anak dari 

perkawinan yang tidak tercatat secara sah 

menurut hukum. 

BAB IV  Penutup 

Bab ini menyajikan kesimpulan dan 

rekomendasi dari temuan penelitian.  
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